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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 4oTAHUN 2009
TENTANG

PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

a. bahwa sebagai dasar hukum pemungutan paak hiburan yang

i

merupakan salah satu sumber pembiayaan dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam
rangka meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan
masyarakat, telah diberdakukan Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat Il Banyumas Nomor 3 tahun 1998 ientang Pajak
Hiburan,

bahwa dengan dilaksanakannya penataan organisasi perangkat
deaerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
bercasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Crganisasi Perangkal Daerah, dan  perubahan atas
beberapa Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar
hukum pembentukannya, maka Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud pada huruf a periu ditinjau kembali dan disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu membentuk kembali Peraturan Daerah
tentang Pajak Hiburan;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah;



2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran MNegara Republik Indonssia Tahun 1081
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia
Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1897 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 41, Tamhahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1987
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indenesia Tahun 2000 MNomor 248, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomcr 4048);

4, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah bebarapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997
tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887),

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor

27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4189);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembeniukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indenesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)



8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Momor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tzhun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844,

9. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintaban
Daeran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438),

10.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4138);

11 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ‘entang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemenntahan Daerah Provins, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 MNomor B2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organigasi
Parangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 8¢, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741);

13 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pergundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan,

14 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat |l Banyumas
Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan,
Kewenangan dan Pemberhenlian Pegawai Negeri Sipil Sebagai
Penyidik Pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat I
Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat i
Banyumas Tahun 1985 Nomor 5 Seri D);
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15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5, Seri E),

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun
2008 Nomor 2, Seri D),

17 .Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknie Daerah
Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2008 Nomor 3, Seri D);

1B Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daeran (Lembaran
Daeran Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3, Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Menetapkan

dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HIEURAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimakesud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Cad

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjuinya disingkat DPRD adalah

Dewan Pemwakilan Rakyat Daerah Rabupaten Banyumas.

4, Bupati adalah Bupati Banyumas.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

18.

Dinas adalah Dinas Kabupaten Banyumas yang membidangi tugas pendapatan

daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjuinya disebut Satpol PP adalah Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah
sesuai dengan Peraluran Perundang-undangan yang berlaku.

Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas
penyelenggaraan hiburan.

Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan/aiau keramaian, dengan
nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengar
dipungut bayaran, tidak fermasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga.

Penyelenggara hiburan adalah orang atau badan yang menyelenggarakan hiburan
baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang
menjadi tanggungannya

Penonlon atau pengunjung adalah setiap crang yang menghadiri suatu hiburan
untuk melihat dan/atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas
yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan,
artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.

Tanda masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam
bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan afau

menikmati hiburan.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah
surat yang digunakan oleh wajib pajak unfuk melaporkan penghitungan can
pembayaran Pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan
Perpajakan Daerah.

Sural Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang
digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak
yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjulnya disingkat SKPD adalah surat
keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKFDKB
adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumiah pajak yang lerutang,
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
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17.

18.

18.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

27,

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya
disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas
jumlah pajak vang ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjuinya disingkat SKPDLE
adalah surat keputusan yang menentukan jumiah kelebihan pembayaran pajak
karsna jumlah kredit pajak lebih besar dar pajak yang terutang atau tidak
seharusnya terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah
surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya
dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk
melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau
denda.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan
Pajak.

Badan adalah suatu Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Fersercan
Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha
Millk Daerah dengan nama dan bentuk spapun, Persekutuan, Firma, Kcngsi,
Koperasi, Yayasan atau Crganisasi yang sejenig, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk
Usaha Tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

Utang Pajak adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak
dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut katentuan Peraturan
Perundang-undangan Perpajakan.

Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau dibebaskan dari
suatu penkatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu.

Penyidikan Tindak Fidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh
penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat
terang tindak pidana dibidang Pajak Daerah yang terjadi, serla menemukan
tersangkanya.

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai
Negeri Sipil lertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang
untuk melakukan penyidikan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di
lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-
Undang unituk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.



BAB I
NAMA, CBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan.

(1)
@)

(3)

(1)

(2)

Pasal 3
Obyek Pajak adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.

Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :

a. pertunjukan film;

b. penias seni budaya;

c diskotek;

d. karacke;

€. klab malam;

f permainar hillyard:

g. permainan ketangkasan;
h. panti pijat;

i. panti mandi uap;

. spa,

k. pertandingan olah raga;
I. game net.

Tidak termasuk obyek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adaah
penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang
diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, dan kegiatan
keagamaan, serta penyelenggaraan kegiatan hiburan yang bertujuan untuk
melestarikan kesenian daerah walaupun dipungut bayaran.

Pasal 4

SLID?EH pajak adealah arang pribadi atau badan yang menonton daniatau menikmati
hiburan.

Waijib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.



BAB I
PERIZINAN

Pasal 5
Penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib terlebih

dahulu memiliki izin dari Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

BAB IV
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 6

Dasar pengenaan pajak adalah jumiah pembayaran atau yang seharusnya dibayar
untuk menonton dan/atau menikmati hiburan.

Pasal 7

(1) Wajib Pajak dalam memungut pembayaran atau seharusnya dbayar untuk
menonton dan/atau menikmati hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

menggunakan karcis tanda masuk, nota pesanan atau sejenisnya.

(2) Karcis tanda masuk, nota pesanan atau sejenisnya dapat dipergunakan setelah
terlebih dahulu diporporasi oleh Dinas.

(3) Salinan karcis tanda masuk, nota pesanan atau sejenisnya yang sudah
dipergunakan disimpan oleh Waijib Pajak sebagai bukti dalam pembuatan SPFTPD.

Pasal 8
Tarf pajak untuk setiap jenis hiburan adalah sebesar :

a. Untuk jenis pertunjukan dan keramaan umum yang menggunakan sarana film di
bioskop diletapkan :

1) Golongan A |l Utama sebesar : 30% (tiga puluh parsen);

2) Golongan A |l sebesar 1 27% (dua puluh tujuh persen);
3) Golongan A | sebesar . 25% (dua puluh lima persen);
4) Golongan B |l sebesar : 23% (dua puluh tiga persen);
5) Golongan B | sebesar . 20% (dua puluh persen),

8) Golongan C sebesar 1 17% (tujuh belas persen);

7) Golongan D sebesar : 13% (tiga belas persen),

8) Jenis keliling sebesar * 10% (sepuluh persen);



b. Untuk jenis hiburan yang berupa :

1) diskotek,

2) karaoke;

1) klab malam;

4) panti pijat,

5) panti mandi uag;

6) spa;

sebesar 20% (dua puluh persen);
¢. Untuk jenis hiburan yang berupa :

1) permainan billyar;

2) permainan kelangkasan,

3) game net;

sebesar 15% (lima belas persen);

d. Untuk jenis hiburan yang berupa pertandingan olah raga sebesar 10% (sepuluh

persen),

e. Untuk jenis pentas seni budaya sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen).

BAB YV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 9
(1) Pajak yang terutang dipungut di Daerah.

(2) Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan dasar pengenaan pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB VI
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 10
Masa pajak adalah jangka waklu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 11
Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan.



(1)
(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 12
Setiap Wajib Pajak walib mengisi SPTFD.

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disi dengan jelas, benar dan
lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.

SPTPD yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling lambat 15
(Ilima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Bupati.

BAB Vil
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 13
Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Bupati
menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

Apabila SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak atau kurang dibayar
setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) han sejak SKPD diterima, maka
dikenakan sanksi administrasl berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan
dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 14
Wajib Pajak yang membayar sendiri. SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan Pajak
sendiri yang terutang.

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat
menerbitkan :

a. SKPDKB;

b. SKPDKBT,;

c. SKFDN.

SKPDKR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurut a, diterbitkan :

a. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang
tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar
2% (dua persen) sebulan dihitung dar pajak yang kurang atau terlambat
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung
sejak saat terutangnya pajak;

10
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(4)

()

(6)

(7)

(1)

b apabila SPTPD tidak disampakan dalam |angka waktu yang ditentukan dan
telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau
terlambat dibayar untuk jangka waklu paling lama 24 (dua puluh empat] bulan
dihitung sejak saat terutang pajak;

c Jika kewajban mengisi SPTPD tdak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung
secara jabalan, dan dikenakan sanksi adminstrasi berupa kenakan sebesar
25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi adminisitrasi
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang
kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan dihitung sejak saat ferutangnya pajak.

SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan jika
ditemukan data baru yang semula belum terungkap yang menyebabkan
penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi
herupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak
tersebut.

SKPDN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c diterbitkan jika jumiah pajak
yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit kekurangan Pajak tidak
terutang dan tidak ada kredit pajak.

Apabile kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKET
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf a dan huruf b, tidak atau tidak
sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan
menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua
persen) sebulan.

Penambahan jumiah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan
pemeriksaan

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 15
Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh
Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan
STPD.
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(2)

(3

(1)
(2)

(4)

(5)

(1)

(2)

("

Jika pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk. hasil penerimaan
pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam (satu kali
duapuluh empat jam) atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan
dengan menggunakan SSPD.

Pasal 16
Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

Bupal dapat memberikan persetujuan kepada waijib pajak untuk mengangsur pajak
terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang
ditentukan.

Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan
secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan darl jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

Bupati memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran
pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang
ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dar jumiah pajak
yang belum atau kurang dibayar.

Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara
pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17
Atas pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan tanda
bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku pererimaan Pajak
sebagamana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 18
Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal
tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) han sejak saat jatuh
tempo pembayaran.
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(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat
peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang
terutang.

(3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.

Pagal 19
(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu
sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain
yang sejenis. jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.

(2) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) harl
sejak tanggal surat tequran atau surat peringatan atau surat lain yang se,enis.

Pasal 20
Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka wakiu 2 X 24 jam (dua
kali duapuluh empat jam) sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, Pejabat segera
menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 21
Setelah dilakukan penyitaan dan waijib pajak belum melunasi utang pajaknya, setelah
lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Sural Perintah Melaksanakan
Penytaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan langgal pelelangan kepada
Kantor Lelang Negara.

Pasal 22
Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal. jam dan tempat pelaksanaan
lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera sscara tertulis kepada wajib pajak.

Pasal 23
Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
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(1)

(2)

(4)

BAB X
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 24
Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberkan pengurangan,
keringanan dan pembebasan pajak.

Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupali.

BAB XI
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25
Bupati karena jabatannya atau atas permohonan waijib pajak dapat :
a2 membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKFDKBT atau STPD yang calam
penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeiiruan
dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;

b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar,

c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda
dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena
kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan
atau pengurangan sanksi adminsitrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis oleh wajib
pajak kepada Bupati atau Pejabat, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak
tanggal diteima SKPD. SKPDKB, SKPDKBT atau STFD dengan memberikan
alasan yang |elas.

Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sabagaimana dimaksud
pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.

Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Bupati tidak memberikan keputusan permchonan pembetulan, pembatalan,
pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi
dianggap dikabulkan
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

BAB Xii
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 26
Waiib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat atas
suatu :
a. SKPD,
b. SKPDKE,
c. SKPDKBT;
d. SKPDL;
e SKPDN

Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara
teriulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPC,
SKPDKB, SKPDKET, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh wajib pajak. kecuali
dalam hal wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waklu itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal
surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima,
sudah memberikan keputusan.

Apabila setelah lewat waktu 3 (liga) bulan sebagaimana dmaksud pada ayat (3),
Bupati atau Psjabat tidak memberikan keputusan, permchonan keberatan di-
anggap dikabulkan.

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda
kewajiban membayar pajak.

Pasal 27
Waijib pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa
Pajak dalam jangka waktu (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.

Pengajuan banding sebageaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda
kewajiban membayar pajak

Pasal 28

Dalam hal pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2€ atau banding

sepagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikabulkan sebagian atau seluruhnya,

kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar

? % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
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(2)

(3)

(4)

(5)

()

BAB Xl
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 29
Walib pajak dapat mengajukan permchonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak kepada Bupati atau Pejabat, secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-
kurangnya :
a. nama dan alamat wajib pajak;
Namor Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
masa pajak;
besarnya kelebihan pembayaran pajak;

® a0 T

alasan yang jelas.

Bupati atau Pejabal dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud paca ayal (1) harus memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Bupati
atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian ke'ebihan
pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam
waklu paling lama 1 (satu) bulan.

Jika wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi
terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2
(dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintan
Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelan lewat waktu
2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat memberikan
imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran
kelebihan pajak.

Pasal 30

Dalam hal kelebhan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayal (4), pembayarannya dilakukan dengan
cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.
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(1)

(2)

(M

(2)

BAB XIV
KADALUWARSA

Pasal 31
Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaul jangka
waktu 5 (lima) tanun terhitung sejak terutangnya pajak, kecuali jika wajib pajak
melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tertangguh
dalam hal :

a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;

b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak

langsung.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 32
Pejabat Pagawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diben
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan DCaerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentany Hukum Acara Pidana.

Wewenang penyidk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah

a. menernma, mencar, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencar, dan mengumpulkan keterangan mengenal orang pribadi
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan
tindak pidana perpajakan daerah tersebut,

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana di bidarg perpajakan daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap
bahan bukti tersebut;
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(3)

(1)

(2)

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan daerah,

g menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang
dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;

h. memofiret seseorang yang berkaitan dangan tindak pidana perpajakan daerah;

i, memanggil orang uniuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai

lersangka atau saksi;
|. menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang periu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana
di bidang perpajakan cdaerah menurut hukum vyang dapat di-
pertanggungiawabkan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum,
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Uncang Nomor 8 Tahun 1881
tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 33
Wajib pajak yang karena kealpaannya lidak menyampaikan SPTPD atau mengisi
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidek
benar sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling
lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang
terutang.

Whajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak
benar sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana penjara paling lama
2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumiah pajak yang
terutang

Pasal 34

Tindak pidana sebagamana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) tidak
dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya
pajak atau berakhimya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau
berakhirnya tahun pajak.
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BAB XVill
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenal teknis
pelaksanaannya diatur lebih lanjul dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat |l Banyumas Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan Dan
Fengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas
Daerah Tingkat Il Banyumas Tahun 1998 Nomor 9 Seri A Nomor 2) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
padatanggal 1 Juli 2009

Diundangkan diﬂr wukerl:o
Pada Tanggel . M. L. L
SEERETARIS DAERAH EAEUPQTEN BANYUMAS |

|
‘____—-—‘_# 1
M, ISKANDAR ARTFIN, SKEM,M.Se

Pembina U 1a Muda
NIF : 19331204 1974603 1 003

N UEMBARAN Lﬁtﬂ&.:l gummnm TAHUN . ?‘m‘?
HOMOR e 2.rr, SERI.
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FENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 19 TAHUN 2009
TENTANG

PAJAK HIBURAN

PENJELASAN UMUM

Sesual dengan Uncang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 teniang Pemerintahan Daearah, pajak daerah me-
rupakan sa'ah satu sumber pendapatan daerah agar dapat melaksanakan otonomi
daerah, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangoanya sendiri, di samping
sumber pendapatan daerah lainnya. Sumber pendapatan daerah tersebut diharap-
kan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangun-
an daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejehteraan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daesrah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Lindang Nomor
34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retriousi Daerah, sera Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, Pajak Daerah ditetapkan
cengan Feraturan Daerah,

Sebagai dasar hukum pemungutan Pajak Hiburan di Kabupaten Banyumas
telah diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat || Banyumas
Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat Il Banyumas Tahun 1998 Nomor 10 Seri A Nomor 3), namun dengan
dilaksanakannya penataan organisasi perangkat daerah di lingkungan Femerintah
Kabupaten Banyumas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang membawa konsekuensi berubahnya
perangkat daerah yang berwenang melakukan pemungutan pajak caerah
sebagaimana dialur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1998, dan perubahan
atas beberapa Peraturan Perundang-undangan vyang menjadi dasar hukum
pembentukannya, maka Feraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1998 tersebut perlu

ditinjau kembali dan disesuaikar,
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I, PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2 .

Cukup jelas.
Pasal 3 -

Cukup jelas.
Pasal 4 !

Cukup jelas.
Pasal 5 :

Cukup jelas.
Pasal 6 !

Yang dimaksud dengan yarg seharusnya dibayar adalah termasuk

pemberian potongan harga dan tiket cuma-cuma.
Pasal T

Cukup jelas.
Pasal 8 :

Cukup jelas,
Pasal 9 |

Cukup jelas.
Pasal 10 :

Cukup jelas.
Pasal 11 :

Cukup jelas
Pasal 12 -

Cukup jelas.
Pasal 13:

Cukup jelas.
Pasal 14 :

Cukup jelas.
Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16 :

Cukup jelas.
Pasal 17 :

Cukup jelas.
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Pasal 18:

Cukup jelas
Pasal 19

Cukup jelas.
Pasal 20:

Cukup jelas
Pasal 21:

Cukup jelas
Pasal 22:

Cukup jelas.
FPasal 23:

Cukup jelas.

Pasal 24; . sl
L baa:'ar pemkterian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak dapat
diberikan dengan mempertimbangkan antara lain kemampuan membayar
Wajib Pajak.
Pasal 25:
ayat (1)
huruf a
Cukup jclas.
huruf b
Bupati karena jabatannya, dan berlandaskan unsur keadilan dapat
membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar,
misalnya Waijib Pajak yang ditolak pengajuan Keberatannya karena tidak
memenuhi persyaratan formal (memasukkan Surat Keberatan tidak paca
waktunya) meskipun persyaratan materiil terpenuhi.
huruf ¢
Cukup jelas.
ayat (2)
Cukup jelas,
ayal (3)
Cukup jelas.
ayat (4)
Cukup jelas.
Peasal 26:
Cukup jelas.
Pasal 27;
Cukup jelas.

Ay
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Pasal 28:
Imbalan bunga dihilung sejak bulan pelunasan sampa dengan
diterbitkannya SKPCLB.
Pasal 26
ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
Cukup jelas.
ayat (3)
Cukup jelas.
ayat (4)
Cukup jelas.
ayat (5)
Cukup jelas.
ayat ()
Besamya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKPDLB sampai dengan saat dilakukannya pembayaran
kelebinan.
Pasal 30:
Cukup jelas.
Pasal 31:
ayat (1)
Saat kadaluwarsa penagihan pajak ditetapkan untuk  memberikan
kepastian hukum kapan hutang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi.
ayat (2)
huruf a
Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa, kadaluwarsa
penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebul.
huruf b
Yang dimaksud dengan pengakuan utang pajak secara langsung adalah
Wajlb Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang
pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Caerah.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara lidak langsung adalzah
Wajb Pajak tidak secara nyata-nyata langsung menvyatakan bahwa ia
mengakul mempunyai utang pajak kepada Pemerintah Dagerah.

23



Conton :
- Wajib Pajak mengajukan permohonan angsuran/panundaan

pembayaran
- Wajib Pajak mengajukan permohonar keberatan.
Pasal 32 :
Cukug jelas.
Pasal 33 :
ayat (1)

Dengan adanya sanxsi pidana diharapkan timbul kesadaran Wajib Pajak
untuk memenuhi kewajibannya, yang dimaksud dengan kealpaan berarti
lidak sengaja, lalal, tidak hat-hati atau kurang mengindahkan ke-
wajibannya, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian
keuangan Daerah.
ayat (2)

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini yang
dilakukan dengan sengaja dikenakan sanksi yang lebih berat dari pada
alpa, mengingat pentingnya penerimaan pajak tagi Daerah.

Pasal 34 .
Ketentuan ini dimaksudkan guna memberikan kespastian hukum bagi
Wajib Pajak, Penuntut Umum dan Hakim. .

Pasal 35 -
Cukup jelas.

Pasal 36 :
Cukup jelas.

Pasal 37 :
Cukup Jelas.

Raszi-28
Cukupfoias.
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